SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEMANFAATAN AIR HUJAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

a.

bahwa air hujan merupakan sumber air yang
dapat dimanfaatkan sebagai imbuhan air tanah
dan/atau dimanfaatkan secara langsung untuk
mengatasi kekurangan air pada musim kemarau
dan banjir pada musim penghujan;

bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan
pembangunan mengakibatkan berkurangnya
daerah resapan air yang dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan;

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
mengamanatkan agar Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
menyusun  rencana  pendayagunaan air
diantaranya melakukan pencadangan air
berdasarkan ketersediaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Tentang Pemanfaatan Air
Hujan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang  Pengelolaan  Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya  Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
4859);

6. Peraturan  Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94

Tahun 2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP TENTANG PEMANFAATAN AIR HUJAN.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan air hujan adalah  serangkaian  kegiatan
mengumpulkan, menggunakan, dan/atau meresapkan air hujan
ke dalam tanah.

2. Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air
hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.

3. Kolam pengumpul air hujan adalah kolam atau wadah yang
dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh di atap
bangunan (rumah, gedung perkantoran atau industri) yang
disalurkan melalui talang.

4. Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak
lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 — 25 cm dan
kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka
air tanah.



5. Penanggungjawab bangunan adalah pemilik bangunan atau orang
perorangan atau badan hukum yang diberi kuasa untuk
menempati atau mengelola bangunan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi
penanggungjawab bangunan dan pemerintah kabupaten/kota dalam
pemanfaatan air hujan untuk mengurangi genangan air atau banjir
serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas air
tanah.

Pasal 3

(1) Setiap penanggungjawab bangunan wajib melakukan
pemanfaatan air hujan.

(2) Pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara membuat:

a. kolam pengumpul air hujan;
b. sumur resapan; dan/atau
c. lubang resapan biopori.

(3) Kewajiban pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) butir b dan c dikecualikan pada kawasan karst, rawa,
dan/atau gambut.

(4) Tata cara pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pemerintah kabupaten/kota  melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air hujan.

Pasal 5

Setiap penanggungjawab bangunan yang belum melakukan
pemanfaatan air hujan wajib melakukan pemanfaatan air hujan
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1
(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.



Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 15 April 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd
RACHMAT WITOELAR
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.



